SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 7 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SUSUNAN STRUKTUR DAN
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 11 Tahun 2024 yang menyatakan Pengangkatan,
susunan struktur dan uraian tugas pengelolaan dan
pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU,
KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang
Penetapan dan Pengangkatan Susunan Struktur dan
Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Kepulauan;



Mengingat

1

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN.

Menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) pada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Sruktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

'T"\KOMISI PEMILIHAN UMUM
SANGGAI KEPULAUAN
gan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Fi¥ina Maserang



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 7 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO JABATAN NAMA
1 2 3
1. | Pembina PPID . Supriatmo Lumuan, S.Sos.,M.Si.

1
2. Fatharanny Berkah Abdul Barry, S.Sos.,M.Sos.
3. Jamaludin Pobalos, S.Pd.
4. Louis Steven, S.H.

5. Ayub M. Tiah, S.Ag., M.Pd.

Atasan PPID

Nurul Huda, S.E., M.M.

Tim Pertimbangan

1. Fatharanny Berkah Abdul Barry, S.Sos.,M.Sos.
2. Nurul Huda, S.E., M.M.
3. Syahpriyanto Muh. Aripin, S.H.

PPID

Syahpriyanto Muh. Aripin, S.H.

5. | Tim Penghubung

. Sukmawati, S.E.

. Rinduwardhana Maserang, S.Kom.
. Yusdianto, S.Kom.

Syahpriyanto Muh. Aripin, S.H.

AWK~

6. | Petugas Pelayan Informasi

Hastuti Suryaningsih, S.Sos
Stella Melanny Kulalan, S.KM.
Junaidi Aco Kau

Tumonglo Banenang

=

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRE:EW KOMISI PEMILIHAN UMUM
‘ \ ; L, 3 \ L

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 7 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan,;

2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang
dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banggai Kepulauan,;

3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

4. Memberikan persetujuan atau arahan terkait kebijakan yang diambil
oleh PPID dalam memberikan informasi kepada Pemohon; dan

5. Mengawasi pelaksanaan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh
PPID.

B. Atasan PPID
1. Menunjuk PPID;

2. Menyusun arah kebijakan layanan informasi Publik di KPU Kabupaten
Banggai Kepulauan;

3. Menyelesaiakan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
4. Mewakili KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal terjadi proses

penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi
atau Pengadilan; dan

5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas
pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh
PPID;

C. Tim Pertimbangan

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi
dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten
Banggai Kepulauan;



2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;

3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas
keberatan Pemohon Informasi Publik; dan

4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi
Publik.

D. PPID

1. Melakukan kebijakan layanan Informasi Publik;

2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

3. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten
Banggai Kepulauan;

4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

5. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan
dikecualikan;

6. Menyediakan Informasi Publik;

7. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan

8. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.

E. Tim Penghubung

a.

Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing
subbagian di KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;

Menyampaikan data yang dikuasai masing-masing subbagian kepada
PPID; dan

Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi
Publik kepada Subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat
KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.

F. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung
layanan Informasi pada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salwn—&esua; Dengan Aslinya

_,_,ﬁJ\iOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 7 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

4 PEMBINA PPID \
1. Supriatmo Lumuan, §.50s.,M.5i
2. Fatharany Berkah Abdul Barry, $.50s.,M.S08
3. Jamaludin Pobalos, $.Pd
4. Louis Steven, S.H
\5- Ayub M.Tiah, §.A¢..M.Pd y TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN
INFORMASI
________ 1. Fatharany Berkah Abdul Barry, §.50s.,M.50s
2. Nurul Huda, S.E. MM
ATASAN PPID 3. Syahpriyanio Muh. Aripin, S.H
[ Nurul Huda, S.E. MM ]
PPID
Syahpriyanto Muh. Aripin, $.H
TIM PENGHUBUNG PENYEDIA DESK PELAYANAN INFORMASI DAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DOKUMENTASI
1. Sukmawati, S.F Hastuti Suryaningsih, $.S0s

Stella Melanny Kulalan, §.KM
Junaidi Aco Kau
Tumonglo Banenang

2. Rindu Wardhana Maserang, S.Kom
3. Yusdiante, S.Kom
4. Syahpriyanio Muh. Aripin, $.H

Ll ol A

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN
desuai Dengan Aslinya
ARIAT OMISI PEMILIHAN UMUM




